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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah di penulis 

deskripsikakn, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Upaya dari Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak 

kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana ada dua upaya, yang 

pertama upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak 

kekerasan itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan ketika 

telah terjadinya tindak kekerasan antar sesama WBP. Bentuk upaya 

preventif yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang 

dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama WBP adalah: 

Melakukan pendekatan pada narapidana, dilakukannya pemantauan ke 

setiap blok-blok WBP, melakukan pembinaan terhadap WBP, 

Meningkatkan Pengawasan dalam LAPAS. Bentuk upaya represif yang 

dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam 

menanggulangi tindak kekerasan antar sesama WBP adalah dilakukannya 

penjatuhan sanksi yang tegas terhadap narapidana yang telah melakukan 

tindak kekerasan, dimana sanksi tersebut telah ditetapkan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. 

2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi 

kekerasan antar sesama narapidana adalah:  

a. warga binaan yang jauh melampaui kapasitas hunian, 

b. sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan 
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c. Petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan 

pemasyarakatan. 

B. Saran 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada, ada beberapa 

saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut ini:  

1. Diharapkan kepada LAPAS Kelas IIA Padang dapat menambahkan 

kegiatan yang lebih bervariasi, sehingga WBP dapat mengisi kekosongan 

waktunya dengan warga binaan lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa 

persaudaraan dan menjalin hubungan yang lebih erat. 

2. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dapat 

menambah petugas keamanan LAPAS Kelas IIA Padang, agar pengawasan 

dan pengamanan dapat terlaksanakan dengan maksimal dan dilakukan 

pemindahan sebagian dari WBP ke LAPAS yang penghuninya tidak terlalu 

padat. 

3. Kepada WBP, diharapkan dapat menjalankan segala peraturan yang telah 

dibuat LAPAS Kelas IIA Padang, dan tidak lagi melakukan kekerasan, 

dikarenakan hal itu hanya merugikan bagi dirinya sendiri.  
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